
LEMBARAN DAERAH KOTA CIREBON 
 

 
 
 

 
 

NOMOR 5                 TAHUN  2012                      SERI C 
 

 
PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON 

 

NOMOR  5  TAHUN  2012 
 

TENTANG 
 

RETRIBUSI JASA UMUM 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
WALIKOTA CIREBON, 

 
Menimbang  :  bahwa untuk melaksanakan ketentuan 

Pasal 108 ayat (1) huruf a  Undang-Undang 

Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah, perlu 

ditetapkan Peraturan Daerah Kota Cirebon 
tentang Retribusi Jasa Umum; 

 
Mengingat  :  1.  Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945; 
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2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 
tentang Pembentukan Daerah-daerah 
Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi 

Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa 
Barat, dan dalam Daerah Istimewa 

Yogyakarta  (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 1950 Nomor 45), 

sebagaimana telah beberapakali 
diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang 

Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 
dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik 

Indonesia Dahulu) tentang 
Pembentukan Kota-kota Besar dan 

Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1954 
Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 551); 

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 

tentang Metrologi Legal (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1981 

Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3193); 

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 

tentang Hukum Acara Pidana 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3209); 

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 

tentang Psikotropika (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 
10, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3671); 
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6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 
tentang Perlindungan Konsumen 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3821); 

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 

tentang Penyelenggaraan Negara yang 
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi 
dan Nepotisme (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 
75, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3851); 

8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 

tentang Telekomunikasi (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 154, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 
3881); 

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 
tentang Perlindungan Anak (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2002 
Nomor 109, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 

4235); 

10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 

tentang Bangunan Gedung (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 

Nomor 134, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 

4247); 
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11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 
tentang Penyiaran (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 

139, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4252); 

12. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 
tentang Sumber Daya Air (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4377); 

13. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 
tentang Praktik Kedokteran (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 116, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 
4431); 

14. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 

tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4437) sebagaimana telah 
beberapakali diubah terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 

tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 

tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia  

Nomor 4844); 
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15. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 

tentang Perimbangan Keuangan antara 
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4438); 

16. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 

tentang Jalan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
132, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4444); 

17. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 

tentang Kewarganegaraan Republik 
Indonesia (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4634); 

18. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 
tentang Administrasi Kependudukan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4674); 

19. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 

tentang Penanaman Modal (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4724); 

20. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 
tentang Penataan Ruang (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4725); 
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21. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 

tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4851); 

22. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 

tentang Lalu Lintas dan Angkutan 
Jalan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5025); 

23. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 
tentang Pelayanan Publik (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 112, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 
5038); 

24. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 

tentang Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5049); 

25. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 
tentang Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 

140, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5059); 

26. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 
tentang Narkotika (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 

143 Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5062); 
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27. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 
Kesehatan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5063); 

28. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang 
Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5072); 

29. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang 
Perumahan dan Kawasan Pemukiman 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5188); 

30. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5234); 

31. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 

tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang 
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, 

Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan   Pemerintah   Nomor   
58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 
tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang 

Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5145); 
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32. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 

1985 tentang Wajib dan Pembebasan 
Untuk Ditera dan / atau Ditera Ulang 
Serta Syarat-Syarat Bagi Alat-Alat 

Ukur, Takar, Timbang, dan 
Perlengkapannya (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 
4, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3283); 

33. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 
1993 tentang Angkutan Jalan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1993   Nomor 59, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3527); 

34. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 
1993 tentang Kendaraan dan 
Pengemudi (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3530); 

35. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Nomor 

1996 tentang Tenaga Kesehatan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3637); 

36. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 
1998 tentang Pengamanan Sediaan 

Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1998 
Nomor 138, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia  Nomor 
3781); 
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37. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 
1999 tentang Analisis Mengenai 
Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3838); 

38. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 

2000 tentang Penyelenggaraan 
Telekomunikasi (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 

107, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3980); 

39. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 
2004 tentang Keamanan, Mutu dan 

Gizi Pangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
107, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4424); 

40. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 

2005 tentang Peraturan Pelaksanaan 
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 

tentang Bangunan Gedung (Lembaran 
Negara Republik Indonesia   Tahun 
2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 
4532); 

41. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 
2005 tentang Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 

Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4578); 
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42. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 
tentang Pedoman Pembinaan dan 
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4593); 

43. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 
tentang Jalan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4655); 

44. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2007 
tentang Keselamatan Radiasi Pengion dan 

Keamanan Sumber Radioaktif (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4730); 

45. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 

tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 
23 Tahun 2006 tentang Administrasi 

Kependudukan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4736); 

46. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 

tentang Pembagian Urusan Pemerintahan 
Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 

Provinsi, dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4737); 
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47. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 

2008 tentang Perijinan Pemanfaatan 
Sumber Radiasi Pengion dan Bahan 
Nuklir (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 54, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4839); 

48. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 

2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya 
Air (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4858); 

49. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 
2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian 

(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5044); 

50. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 

2010 tentang Pedoman Penyusunan 
Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat  

Daerah  tentang  Tata  Tertib  Dewan   
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 

Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5104 ); 

51. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 
2010 tentang Tata Cara Pemberian dan 

Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 

Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5161); 
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52. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 
2008 tentang Persyaratan dan Tata 
Cara Pendaftaran Penduduk Pencatatan 

Sipil; 

53. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 

2009 tentang Penerapan Kartu Tanda 
Penduduk Berbasis Nomor Induk 

Kependudukan Secara Nasional 
sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 

2010 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 

2009 tentang Penerapan Kartu Tanda 
Penduduk Berbasis Nomor Induk 

Kependudukan Secara Nasional; 

54. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi Nomor Per.01/Men/1982 

tentang Bejana Tekanan; 

55. Keputusan Menteri Perhubungan 

Nomor KM 60 Tahun 1993 tentang 
Marka Jalan; 

56. Keputusan Menteri Perhubungan 
Nomor KM 61 Tahun 1993 tentang 
Rambu-Rambu Lalu Lintas di Jalan 

sebagaimana telah beberapakali 
diubah, terakhir dengan Peraturan 

Menteri Perhubungan Nomor KM 60 
Tahun 2006 tentang Perubahan Atas 

Keputusan Menteri Perhubungan 
Nomor KM 61 Tahun 1993 tentang 

Rambu-Rambu Lalu Lintas di Jalan; 
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57. Keputusan Menteri Perhubungan 
Nomor KM. 63 Tahun 1993 tentang 
Persyaratan Ambang Batas dan Laik 

Jalan Kendaraan Bermotor, Kereta 
Gandengan, Kereta Tempelan, Karoseri 

dan Bak Muatan Serta Komponen-
komponennya; 

58. Keputusan Menteri Perhubungan 
Nomor KM. 66 Tahun 1993 tentang 
Fasilitas Parkir Untuk Umum; 

59. Keputusan Menteri Perhubungan 
Nomor KM. 71 Tahun 1993 tentang 

Pengujian Berkala Kendaraan 
Bermotor; 

60. Keputusan Menteri Perhubungan 
Nomor KM 4 Tahun 1994 tentang Tata 
Cara Parkir Kendaraan Bermotor di 

Jalan; 

61. Keputusan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 73 Tahun 1999 tentang 
Pedoman Penyelenggaraan Perparkiran 

di Daerah; 

62. Keputusan Menteri Perhubungan 
Nomor KM. 9 Tahun 2004 tentang 

Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor; 

63. Keputusan Menteri Perhubungan 

Nomor KM. 20 Tahun 2005 tentang 
Sertifikasi Alat dan Perangkat 

Telekomunikasi; 
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64. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah, 

sebagaimana telah diubah beberapa 
kali terakhir dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah; 

65. Peraturan Menteri Komunikasi dan 
Informatika Nomor 

02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang 
Pedoman Pembangunan dan 

Penggunaan Menara Bersama 
Telekomunikasi; 

66. Peraturan Bersama Menteri Dalam 

Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, 
Menteri Komunikasi dan Informatika 

dan Kepala Badan Koordinasi 
Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 

2009 / Nomor 07/PRT/M/2009 - 
Nomor 19/PER/M.KOMINFO/03/ 2009  
Nomor 3/P/2009 tentang Pedoman 

Pembangunan dan Penggunaan 
Bersama Menara Telekomunikasi; 

67. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
19 Tahun 2010 tentang Formulir dan 

Buku yang Digunakan dalam 
Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan 

Sipil; 
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68. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 
12 Tahun 1985 tentang Penunjukan 
Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang 

Melakukan Penyidikan terhadap 
Pelanggaran Peraturan Daerah yang 

Memuat Ketentuan Pidana (Lembaran 
Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II 

Cirebon Tahun 1986 Nomor 4); 

69. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 
12 Tahun 1991 tentang Penempatan 

Rambu-Rambu Lalu Lintas di Kota 
Cirebon (Lembaran Daerah Kotamadya 

Daerah Tingkat II Cirebon Tahun 1991 
Nomor 15 Seri D); 

70. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 
2 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan 
Kebersihan di Kota Cirebon (Lembaran 

Daerah Kota Cirebon Tahun 2002 
Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah 

Kota Cirebon Nomor 1); 

71. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 

12 Tahun 2008 tentang Rincian Urusan 
Pemerintahan yang Dilaksanakan 
Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran 

Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 
Nomor  12 Seri D, Tambahan Lembaran 

Daerah Kota Cirebon Nomor 19); 
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72. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 14 
Tahun 2008 tentang Dinas-Dinas Daerah 
pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran 

Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 
14 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah 

Kota Cirebon Nomor 21) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Daerah 

Kota Cirebon Nomor 13 Tahun 2011 
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah 
Kota Cirebon Nomor 14 Tahun 2008 

tentang Dinas-Dinas Daerah pada 
Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran 

Daerah Kota Cirebon Tahun 2011 Nomor 
13 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah 

Kota Cirebon Nomor 37); 

73. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 15 
Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis 

Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan 
Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu pada 

Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran 
Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 

15 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah 
Kota Cirebon Nomor 22) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Daerah 

Kota Cirebon Nomor 14 Tahun 2001 
tentang Perubahan Atas Peraturan 

Daerah Kota Cirebon Nomor 15     Tahun 
2008 tentang Lembaga Teknis Daerah, 

Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor 
Pelayanan Perijinan Terpadu pada 

Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran 
Daerah Kota Cirebon    Tahun 2011 
Nomor 14 Seri D, Tambahan Lembaran 

Daerah Kota Cirebon Nomor 38); 
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Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIREBON  

dan 
WALIKOTA CIREBON 

 
 

MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan  :  PERATURAN DAERAH TENTANG 

RETRIBUSI JASA UMUM.            

 
BAB I 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : 

1. Kota adalah Kota Cirebon. 

2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Cirebon. 

3. Walikota adalah Walikota Cirebon. 

4. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut 

Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas 
Kesehatan yang menyelenggarakan fungsi pelayanan 
kesehatan dasar kepada masyarakat. 

5. Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Satuan Kerja 
Perangkat Daerah yang ditunjuk oleh Walikota sebagai 

penanggungjawab retribusi. 

6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di 

bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan. 

7. Bendahara Umum Daerah adalah Bendahara Umum 

Daerah Kota Cirebon. 

 

18 

 

8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang 

merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha 
maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi 
perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan 

lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan 
usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam 

bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, 
persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi 

massa, organisasi sosial politik, atau organisasi 
lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk 
kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. 

9. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi 
adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa 

atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan 
dan/atau diberikan oleh Pemerintah Kota untuk 

kepentingan orang pribadi atau Badan. 

10. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Kota berupa usaha 
dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, 

atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh 
orang pribadi atau Badan. 

11. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau 
diberikan oleh Pemerintah Kota untuk tujuan 

kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat 
dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. 

12. Gawat Darurat adalah keadaan klinis pasien yang 

membutuhkan tindakan medis segera guna 
penyelamatan nyawa dan pencegahan kecacatan lebih 

lanjut. 

13. Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan dan 

pelayanan lainnya dengan jaringannya atau UPTD 
Laboratorium Kesehatan Keliling Dinas Kesehatan   
Kota Cirebon meliputi upaya kesehatan promotif, 

preventif, kuratif, dan rehabilitatif, atau pemeriksaan 
laboratorium kesehatan masyarakat. 
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14. Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi 
masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan 
kesehatan yang diperlukan, baik secara langsung 

maupun tidak langsung di Rumah Sakit dan di 
Puskesmas. 

15. Puskesmas Keliling adalah sarana penunjang yang 
digunakan oleh Puskesmas untuk memberikan 

pelayanan kesehatan di wilayah kerjanya dengan 
menggunakan kendaraan roda 4 (empat), roda 2 (dua) 
atau transportasi lainnya. 

16. Pelayanan rawat jalan adalah pelayanan kepada pasien 
untuk observasi, pemeriksaan, diagnosis, pengobatan, 

rehabilitasi medis dan pelayanan kesehatan lainnya 
tanpa tinggal di rawat inap (out-patient). 

17. Pelayanan rawat inap adalah pelayanan kepada pasien 
untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi 
medis, perawatan dan/atau pelayanan kesehatan 

lainnya dengan menempati tempat tidur (in-patient). 

18. Pelayanan Medis Kedokteran Kehakiman/Forensik 

Medikolegal adalah segala kegiatan/serangkaian 
kegiatan yang menyangkut keilmuan 

kedokteran/kesehatan yang komprehensif holistik dan 
penerapannya untuk kepentingan yuridis legal dan 
medicine, keterikatan keterpaduan pada dasar ilmu 

pengetahuan kedokteran dan hukum. Pemeriksaan 
fisik-mental, tindakan medis/medikolegal, diagnosa, 

terapi kepada orang hidup, jenazah, speciment, barang 
bukti biologis, non biologis, rekam medis, pemberian 

dan pembuatan keterangan ahli, dokumen (visum et 
repertum), akta-akta medikolegal (surat keterangan 

klaim asuransi, kesehatan), konsultasi.  

 

 

20 

 

19. Pelayanan tindakan khusus adalah pelayanan 
kesehatan yang bersifat tindakan dan pemeriksaan 
penunjang kesehatan. 

20. Pelayanan rawat darurat adalah pelayanan kesehatan 
tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya 

untuk mencegah / menanggulangi resiko kematian 
atau cacat. 

21. Tenaga Medis adalah dokter, dokter gigi, dokter 
spesialis dan dokter gigi spesialis yang bertugas 
dan/atau bekerja pada Pemerintah Kota. 

22. Pengobatan adalah upaya memulihkan kesehatan 
pasien yang diberikan oleh dokter atau oleh perawat / 

bidan atas pelimpahan wewenang dokter. 

23. Pelayanan asuhan keperawatan oleh perawat atau 

bidan adalah bentuk pelayanan profesional biopsiko-
sosio spiritual oleh tenaga keperawatan untuk 
membantu penderita dalam menanggulangi gangguan 

rasa sakit, mengatasi masalah kesehatan atau 
menanggapi upaya pengobatan untuk mencapai derajat 

kesehatan yang optimal. 

24. Visite adalah kunjungan tenaga medis ke ruang rawat 

inap (on site) dalam rangka proses observasi, diagnosis, 
terapi, rehabilitasi medis dan/atau pelayanan 
kesehatan lainnya. 

25. Pelayanan Penunjang diagnostik adalah pelayanan 
yang bersifat tindakan pemeriksaan penunjang untuk 

menegakan diagnosa dan evaluasi terapi. 
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26. Tindakan Medik Operatif adalah tindakan invasif atau 
tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan 
umum atau pembiusan lokal. Tindakan Medik Operatif 

terdiri dari tindakan medik non elektif yaitu tindakan 
pembedahan yang harus segera dilakukan karena 

unsur kegawatdaruratannya, dan tindakan medik 
operatif elektif yaitu tindakan pembedahan yang 

dipersiapkan dan terjadwal. 

27. Alat canggih adalah alat bantu pemeriksaan dan 
tindakan medis dengan harga relatif mahal dan 

teknologi tinggi serta penggunaannya dengan keahlian 
khusus. 

28. Pelayanan  Ambulan adalah mobil yang dikuasai oleh 
Pemerintah Kota, dipergunakan untuk mengangkut 

orang sakit dan orang yang sudah meninggal. 

29. Tindakan medis adalah semua tindakan yang 
bertujuan untuk diagnosa, terapi/ pengobatan, 

pemulihan keadaan cacat badan atau jiwa, pencegahan 
dan peningkatan kesehatan yang dilakukan oleh 

dokter yang mempunyai keahlian dan wewenang untuk 
itu. 

30. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh 
pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada 
pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, 

konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan/atau 
pelayanan lainnya. 

31. Konsultasi medik adalah upaya untuk mendapatkan 
keputusan medis dalam rangka menegakkan diagnosa 

dan terapi. 

32. Penjamin adalah orang atau badan yang bertanggung 

jawab atas biaya pelayanan kesehatan seseorang yang 
menjadi tanggungannya. 
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33. Rujukan adalah kiriman dari tenaga medis dan/atau 
pelayanan kesehatan lainnya baik pemerintah atau 
swasta. 

34. Rehabilitasi medis adalah pelayanan yang diberikan 
dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi okupasi, 

terapi wicara, ortetik/protetik, bimbingan sosial medis 
dan jasa psikologi terapi. 

35. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas rawat inap di 
luar biaya makan minum. 

36. Alat Pemadam Kebakaran adalah alat yang dapat 

dipergunakan untuk memadamkan kebakaran. 

37. Alat Pencegah Kebakaran adalah alat yang dapat 

memberikan isyarat/tanda pada saat awal terjadi 
kebakaran. 

38. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia 
dan/atau proses alam yang berbentuk padat  yang 
karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya tidak 

memerlukan pengelolaan khusus. 

39. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah 

kartu identitas keluarga yang memuat data tentang 
nama, susunan dan hubungan dalam keluarga serta 

identitas anggota keluarga. 

40. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP 
adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri 

yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku 
di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. 

41.  Akta Catatan Sipil adalah  akta catatan sipil yang 

diterbitkan dan disahkan oleh pejabat berwenang 
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 
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42. Pengakuan anak adalah pengakuan seorang ayah 
terhadap anaknya yang lahir    di luar ikatan 
perkawinan sah atas persetujuan ibu kandung anak 

tersebut. 

43. Pengesahan anak adalah pengesahan status seorang 

yang lahir di luar ikatan perkawinan sah pada saat 
pencatatan perkawinan kedua orang tua anak 

tersebut. 

44. Pemeriksaan bejana tekanan adalah pemeriksaan dari 
luar dan dalam baik menggunakan alat-alat bantu 

maupun tidak. 

45. Pengujian adalah pemeriksaan dan semua tindakan 

untuk mengetahui kemampuan bahan dan konstruksi 
bejana tekanan. 

46. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang 
digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin 
selain kendaraan yang berjalan di atas rel. 

47. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang 
terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak 

bermotor. 

48. Pengujian kendaraan bermotor adalah serangkaian 

kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian 
kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta 
tempelan, dan kendaraan khusus dalam rangka 

pemenuhan terhadap persyaratan teknik dan laik 
jalan. 

49. Buku Uji adalah tanda bukti lulus uji berkala 
berbentuk buku yang berisi data dan legitimasi hasil 

pengujian setiap kendaraan bermotor, kereta 
gandengan, kereta tempelan, atau kendaran khusus. 
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50. Tanda Uji adalah tanda bukti lulus berbentuk plat 
berisi data mengenai kode wilayah pengujian, nomor 
uji kendaraan, masa berlaku. 

51. Kereta tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan 
untuk mengangkut barang yang dirancang untuk 

ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh 
kendaraan bermotor penariknya. 

52. Mobil barang adalah kendaraan bermotor yang 
digunakan untuk angkutan barang. 

53. Kereta gandeng adalah suatu alat yang dipergunakan 

untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya 
ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk 

ditarik oleh kendaraan bermotor. 

54. Mobil penumpang adalah kendaraan bermotor 

angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 
8 (delapan) orang termasuk untuk pengemudi atau 
yang beratnya tidak lebih dari 3.500 kg. 

55. Mobil bus adalah kendaraan bermotor angkutan orang 
yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) 

orang termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya 
lebih dari 3.500 kg. 

56. Sepeda motor adalah kendaraan bermotor roda dua 
dengan atau tanpa rumah dan dengan atau tanpa 
kereta samping atau kendaraan bermotor beroda tiga 

tanpa rumah-rumah. 

57. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak 

bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan 
pengemudinya. 

58. Berhenti adalah keadaan kendaraan tidak        
bergerak untuk sementara dan tidak ditinggalkan 

pengemudinya. 
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59. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang 
terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak 
bermotor. 

60. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang 
digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin 

selain kendaraan yang berjalan di atas rel. 

61. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman 

dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam 
bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, 
dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau 

sistem elektromagnetik lainnya. 

62. Tera ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda-

tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau 
memberikan keterangan-keterangan tertulis yang 

bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, 
dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak 
melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan 

atas alat-alat ukur, takar, timbang dan 
perlengkapannya yang telah ditera. 

63. Penjustrian adalah mencocokkan atau melakukan 
perbaikan ringan dengan tujuan agar alat yang 

dicocokkan atau diperbaiki itu memenuhi persyaratan 
tera atau tera ulang. 

64. Alat ukur adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai 

bagi pengukuran kuantitas dan atau kualitas. 

65. Alat takar adalah alat yang diperuntukkan atau 

dipakai bagi pengukuran kuantitas atau penakaran. 

66. Alat timbang adalah alat yang diperuntukkan atau 

dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan. 
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67. Alat perlengkapan adalah alat yang diperuntukkan 
atau dipakai sebagai pelengkap atau tambahan pada 
alat-alat ukur, takar atau timbang, yang menentukan 

hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan. 

68. Alat penunjuk adalah bagian dari alat ukur, yang 

menunjukkan hasil pengukuran. 

69. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman 

dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam 
bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, 
dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau 

sistem elektromagnetik lainnya. 

70. Menara telekomunikasi, yang selanjutnya disebut 

menara, adalah bangunan untuk kepentingan umum 
yang didirikan di atas tanah, atau bangunan yang 

merupakan satu kesatuan konstruksi dengan 
bangunan gedung yang dipergunakan untuk 
kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat 

berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul 
atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, dimana 

fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai 
sarana penunjang menempatkan perangkat 

telekomunikasi. 

71. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang 
menurut peraturan perundang-undangan retribusi 

diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, 
termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu. 

72. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu 
yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi 

untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari 
Pemerintah Kota yang bersangkutan. 
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73. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya 
disingkat SSRD, adalah     bukti pembayaran atau 
penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan 

menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan 
cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran 

yang ditunjuk oleh Walikota. 

74. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya 

disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang 
menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang 
terutang. 

75. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang 
selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan 

retribusi yang menentukan jumlah kelebihan 
pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi 

lebih besar daripada retribusi yang terutang atau 
seharusnya tidak terutang. 

76. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya 

disingkat STRD adalah surat untuk melakukan 
tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa 

bunga dan/atau denda. 

77. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan 

menghimpun dan mengolah data, keterangan, 
dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan 
profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan 

untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban 
retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka 

melaksanakan ketentuan peraturan perundang-
undangan retribusi daerah. 

78. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah 
serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik 

untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang 
dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di 
retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya. 
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79. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai 
dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, 
penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai 

kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi 
serta pengawasan penyetorannya. 

80. Kas Daerah adalah kas Pemerintah Kota Cirebon pada 
PT. Bank Jawa Barat Banten Cabang Cirebon. 

 
BAB II 

JENIS-JENIS RETRIBUSI JASA UMUM 

 
Pasal  2 

(1) Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang 
disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk 

tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta 
dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. 

 

(2)  Jenis Retribusi Jasa Umum meliputi : 
a.  Retribusi Pelayanan Kesehatan; 

b.  Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;  
c.  Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda 

Penduduk dan Akta Catatan Sipil;  
d.  Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan 

Mayat;  

e.  Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;  
f.  Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;  

g.  Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;  
h. Retribusi Pelayanan Tera/Tera ulang; dan 

i. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi. 
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Bagian Kesatu 

Retribusi Pelayanan Kesehatan 

 
Paragraf 1 

Nama, Objek dan Subjek Retribusi 
 

Pasal 3 

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut 

Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan. 
 

Pasal 4 

(1)  Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a adalah 
pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas 
Keliling, Puskesmas Pembantu, Rumah Sakit Umum 

Daerah Gunung Jati Kelas III dan Laboratorium 
Kesehatan Daerah termasuk Laboratorium Kesehatan 

Daerah Keliling yang dimiliki dan/atau dikelola oleh 
Pemerintah Kota, kecuali pelayanan pendaftaran. 

 

(2)  Rincian objek retribusi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) yaitu semua jenis pelayanan kesehatan yang 
dilaksanakan di  Puskesmas, Puskesmas Keliling, 

Puskesmas Pembantu,  Rumah Sakit Umum Daerah 
Gunung Jati Kelas III dan Laboratorium Kesehatan 

Daerah termasuk Laboratorium Kesehatan Daerah 
Keliling. 

 

(3)  Dikecualikan dari objek Retribusi pelayanan kesehatan 
adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh 
Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta. 
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Pasal 5 

(1)  Subjek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah orang 
pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati 

pelayanan jasa pelayanan kesehatan. 
 

(2)  Wajib Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah orang 
pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan 

perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk 
melakukan pembayaran Retribusi Pelayanan 

Kesehatan, termasuk pemungut atau pemotong 
Retribusi Pelayanan Kesehatan. 

 
Paragraf 2 

Ketentuan Retribusi Pelayanan Kesehatan 

 
Pasal 6 

(1) Rumah Sakit Umum Daerah Gunung Jati Kelas III 
memberikan pelayanan kepada pengguna jasa meliputi 

rawat darurat, rawat jalan, rawat inap, penunjang 
diagnostik dan layanan penunjang lainnya. 

 

(2)  Puskesmas memberikan pelayanan kepada pengguna 
jasa meliputi Rawat Darurat, Rawat Jalan, Rawat Inap, 
penunjang diagnostik, dan layanan penunjang lainnya. 

 

(3)  Laboratorium Kesehatan Daerah termasuk 
Laboratorium Kesehatan Daerah Keliling memberikan 

pelayanan pemeriksaan laboratorium klinik-hematologi 
dan juga melakukan pemeriksaan kesehatan 

lingkungan. 
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Paragraf 3 

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa 
 

Pasal 7 

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa pelayanan 

kesehatan diukur berdasarkan sarana, jenis, kelas dan 
jangka waktu pelayanan kesehatan yang diterima. 

 
Paragraf 4 

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan 
Kesehatan 

 

Pasal  8 

Struktur dan besarnya tarif retribusi berdasarkan jenis 

pelayanan berupa jasa sarana dan jasa pelayanan 
ditetapkan sebagaimana tercantum dalam  Lampiran I 
Peraturan Daerah ini. 

 
Pasal 9 

Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan dari Rumah 
Sakit Umum Daerah Gunung Jati Kelas III dikelola 

langsung oleh Rumah Sakit Umum Daerah Gunung Jati 
sebagai Badan Layanan Umum Daerah Kota.  

 
Bagian Kedua 

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan 
 

Paragraf 1 
Objek dan Subjek Retribusi 

 

Pasal 10 

Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/ 

Kebersihan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas 
pelayanan persampahan/kebersihan. 
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Pasal 11 

(1)  Objek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b 

adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang 
diselenggarakan oleh Pemerintah Kota, meliputi : 
a.  pengambilan/pengumpulan sampah dari 

sumbernya ke lokasi pembuangan sementara; 
b.  pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau 

lokasi pembuangan sementara ke lokasi 
pembuangan/pembuangan akhir sampah; dan 

c.  penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir 
sampah. 

 

(2)  Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kebersihan 
jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat 

umum lainnya. 
 

Pasal 12 

(1)  Subjek retribusi pelayanan persampahan/kebersihan 

adalah orang pribadi atau badan yang memproduksi 
sampah dan menikmati pelayanan persampahan/ 
kebersihan. 

 

(2)  Wajib Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan 
adalah orang pribadi atau Badan yang menurut 

ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi 
diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi 

Pelayanan Persampahan/Kebersihan, termasuk 
pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan 
Persampahan/Kebersihan. 
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Paragraf 2 

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa 

 
Pasal 13 

Tingkat penggunaan jasa retribusi pelayanan 
persampahan/kebersihan diukur berdasarkan volume, 

dan jangka waktu. 
 

Paragraf 3 
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi 

 
Pasal 14 

Struktur dan besarnya tarif retribusi Pelayanan 
Persampahan/Kebersihan sebagaimana tercantum dalam  
Lampiran II Peraturan Daerah ini. 

 
Bagian Ketiga 

Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan 
Sipil 

 
Paragraf 1 

Nama, Objek dan Subjek Retribusi 

 
Pasal 15 

Dengan nama Retribusi Pengantian Biaya Cetak KTP dan 
Akta Catatan Sipil dipungut retribusi atas pelayanan 

penerbitan dokumen kependudukan dan akta catatan 
sipil. 

 
Pasal 16 

Objek Retribusi Pengantian Biaya Cetak KTP dan Akta 
Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2      

ayat (2) huruf c adalah pelayanan : 
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a.  kartu tanda penduduk; 
b.  kartu keterangan bertempat tinggal; 

c. kartu identitas kerja; 
d.  kartu penduduk sementara; 

e.  kartu identitas penduduk musiman; 
f.  kartu keluarga; dan 

g.  akta catatan sipil yang meliputi : 
1.  akta perkawinan; 
2.  akta perceraian; 

3.  akta pengesahan dan pengakuan anak; 
4.  akta ganti nama bagi warga negara asing; dan 

5.  akta kematian. 
 

Pasal 17 

(1)  Subjek Retribusi Pengantian Biaya Cetak KTP dan  

Akta Catatan Sipil adalah orang pribadi atau        
Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa 

penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan 
pencatatan sipil.  

 

(2)  Wajib Retribusi Pengantian Biaya Cetak KTP dan Akta 

Catatan Sipil adalah orang pribadi atau Badan yang 
menurut ketentuan peraturan perundang-undangan 

Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran 
Retribusi Pengantian Biaya Cetak KTP dan Akta 

Catatan Sipil, termasuk pemungut atau pemotong 
Retribusi Pengantian Biaya Cetak KTP dan Akta 
Catatan Sipil. 
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Paragraf  2 

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa 

 
Pasal  18 

Tingkat penggunaan jasa retribusi Pengantian Biaya Cetak 
KTP dan Akta Catatan Sipil diukur berdasarkan jenis 

pelayanan, jenis kewarganegaraan, dan jumlah 
Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil. 

 
Paragraf 3 

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi 
 

Pasal  19 

Struktur dan besarnya tarif retribusi Pengantian Biaya 
Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil ditetapkan sebagaimana 

tercantum dalam  Lampiran III Peraturan Daerah ini.  
 

Pasal  20 

Retribusi Pengantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan 

Sipil yang terutang terjadi sejak diterbitkan SKRD atau 
dokumen lain yang dipersamakan. 

 
Bagian Keempat 

Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat 
 

Paragraf  1 

Nama, Objek dan Subjek Retribusi 
 

Pasal  21 

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pemakaman dan 

Pengabuan Mayat dipungut retribusi atas penyediaan 
pemakaman dan pengabuan mayat. 
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Pasal  22 

Objek Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan 
Mayat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2)  

huruf d adalah, pelayanan pemakaman dan pengabuan 
mayat berupa sewa petak makam, yang dikelola dan 
dimiliki Pemerintah Kota. 

 
Pasal  23 

(1) Subjek Retribusi Pelayanan Pemakaman dan 
Pengabuan Mayat adalah orang pribadi atau badan 

yang menggunakan/menikmati jasa pelayanan 
penguburan/ pemakaman. 

(2) Wajib Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan 
Mayat adalah orang atau badan yang menurut 
ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi 

diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi 
pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat, 

termasuk pemungut atau pemotong retribusi 
pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat. 

 
Paragraf  2 

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa 

 
Pasal  24 

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa dihitung 
berdasarkan tingkat pelayanan pemakaman dan 

pengabuan mayat. 
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Paragraf  3 

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi 
 

Pasal  25 

Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan 

pemakaman dan pengabuan mayat ditetapkan 
sebagaimana tercantum dalam  Lampiran IV Peraturan 

Daerah ini. 
 

Bagian Kelima 
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 

 

Paragraf 1 

Nama, Objek dan Subjek Retribusi 
 

Pasal 26 

Dengan nama Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan 
Umum dipungut retribusi atas penyediaan parkir di tepi 

jalan umum. 
 

Pasal 27 

(1) Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e 
adalah penyediaan parkir di tepi jalan umum yang 

ditentukan oleh Pemerintah Kota sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

(2) Pelayanan parkir di tepi jalan umum terdiri dari parkir 

reguler dan parkir berlangganan. 
 

Pasal 28 

(1)  Subjek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 

adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/ 
menikmati pelayanan parkir di tepi jalan umum. 
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(2)  Wajib Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 

adalah orang pribadi atau Badan yang menurut 

ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi 
diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi 

Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, termasuk 
pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Parkir   

di Tepi Jalan Umum. 
 

Paragraf 2 

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa 
 

Pasal 29 

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa dihitung 

berdasarkan jenis kendaraan dan frekuensi  penggunaan 
tempat pelayanan parkir di tepi jalan umum. 

 
Paragraf 3 

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi 
 

Pasal  30 

(1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan   
Parkir di Tepi Jalan Umum ditetapkan sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini. 
(2) Retribusi parkir berlangganan tidak diwajibkan kepada 

pihak yang menggunakan lahan parkir. 
 

Pasal  31 

Parkir di tepi jalan umum dapat dilaksanakan dengan cara 
parkir berlangganan yang tata caranya diatur dalam 
Peraturan Walikota. 
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Bagian Keenam 

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 
 

Paragraf 1 
Nama, Objek dan Subjek Retribusi 

 

Pasal  32 

Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 

dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan 
pengujian kendaraan bermotor. 

 
Pasal  33 

Objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 
sebagaimana dimaksud dalam    Pasal 2 ayat (2) huruf f 

adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
 

Pasal  34 

(1)  Subjek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 

adalah orang pribadi atau Badan yang 
menggunakan/menikmati pelayanan jasa pengujian 

kendaraan bermotor yang bersangkutan. 
 

(2)  Wajib Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah 

orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan 
peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan 
untuk melakukan pembayaran Retribusi Pengujian 

Kendaraan Bermotor, termasuk pemungut atau 
pemotong Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor. 
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Paragraf 2 

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa 

 
Pasal  35 

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa pengujian 
kendaraan bermotor diukur berdasarkan jenis,  dan 

jumlah kendaraan yang diuji. 
 

Paragraf 3 
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi 

Pasal  36 

(1)  Struktur besarnya tarif retribusi digolongkan 

berdasarkan jenis pelayanan dan jenis kendaraan 
bermotor. 

 

(2)  Struktur dasar besarnya tarif Retribusi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam  Lampiran VI 
Peraturan Daerah ini. 

 
Bagian Ketujuh 

Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran  
 

Paragraf 1 
Nama, Objek dan Subjek Retribusi 

 

Pasal  37 

Dengan nama Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam 

Kebakaran dipungut retribusi sebagai pembayaran atas 
pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran dan alat 

pencegah kebakaran. 
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Pasal  38 

Objek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf g 

adalah pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat 
pemadam kebakaran dan alat pencegah kebakaran yang 
dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat. 

 
Pasal  39 

(1)  Subjek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam 
Kebakaran adalah orang pribadi atau Badan yang 

menggunakan/menikmati pelayanan jasa pemeriksaan 
alat pemadam kebakaran dan alat pencegah kebakaran 

yang bersangkutan. 
 

(2)  Wajib Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran 
adalah orang pribadi atau Badan yang menurut 

ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi 
diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi 

Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, termasuk 
pemungut atau pemotong Retribusi Pemeriksaan Alat 

Pemadam Kebakaran. 
 

Paragraf 2 

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa 
 

Pasal  40 

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa retribusi alat 

pemadam kebakaran dan alat pencegah kebakaran 
ditentukan berdasarkan volume, jenis dan jumlah alat 

pemadam kebakaran. 
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Paragraf 3 

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi 

 
Pasal  41 

(1)  Struktur dan besarnya retribusi digolongkan 
berdasarkan jenis pelayanan. 

 

(2)  Struktur dan besarnya retribusi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam  Lampiran VII 

Peraturan Daerah ini.  
 

Bagian Kedelapan 
Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang 

 

Paragraf 1 

Nama, Objek dan Subjek Retribusi 
 

Pasal  42 

Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang 
dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas jasa 

pelayanan Tera/Tera Ulang.  
 

Pasal  43 

Objek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf h adalah : 
a. pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang dan 

perlengkapannya; dan/atau 

b. pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang 
diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 
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Pasal  44 

(1)  Subjek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah 
orang pribadi atau badan yang menikmati jasa 

pelayanan tera, tera ulang dan kalibrasi atas UTTP 
serta pengujian BDKT.  

 

(2)  Wajib Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah 

orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan 
peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan 

untuk melakukan pembayaran Retribusi Pelayanan 
Tera/Tera Ulang, termasuk pemungut atau pemotong 

Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang. 
 

Paragraf 2 

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa 
 

Pasal  45 

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa dihitung 
berdasarkan tingkat kesulitan, karakteristik, jenis, 

kapasitas dan peralatan pengujian yang digunakan.  
 

Paragraf 3 
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi 

 

Pasal  46 

Besaran Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang 

sebagaimana tercantum dalam  Lampiran VIII Peraturan 
Daerah ini.  
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Bagian Kesembilan 

Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi 
 

Paragraf 1 
Nama, Objek dan Subjek Retribusi 

 

Pasal  47 

Dengan nama Retribusi Pengendalian Menara 

Telekomunikasi dipungut Retribusi sebagai pembayaran 
atas pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi 

dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan 
kepentingan umum. 
 

Pasal  48 

Objek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf i 
adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi 

dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan 
kepentingan umum. 

 
Pasal  49 

(1)  Subjek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi 
adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/ 

menikmati pelayanan jasa Pengendalian Menara 
Telekomunikasi yang bersangkutan. 

 

(2)  Wajib Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi 

adalah orang pribadi atau Badan yang menurut 
ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi 

diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi 
Pengendalian Menara Telekomunikasi, termasuk 

pemungut atau pemotong Retribusi Pengendalian 
Menara Telekomunikasi. 
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Paragraf 2 

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa 

 
Pasal  50 

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa Retribusi 
Pengendalian Menara Telekomunikasi dihitung 

berdasarkan nilai jual objek pajak yang digunakan sebagai 
dasar penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan menara 

telekomunikasi. 
 

Paragraf 3 
Struktur dan Besarnya Retribusi 

 

Pasal  51 

(1)  Struktur dan besarnya retribusi digolongkan 
berdasarkan jenis pelayanan. 

 

(2)  Struktur dan besarnya retribusi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam   Lampiran IX 

Peraturan Daerah ini.  
 

BAB III 
PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR 

DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI 

 
Pasal  52 

(1)  Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi 
Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya 

penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan 
masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas 

pengendalian atas pelayanan tersebut. 
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(2)  Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi 

biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan 

biaya modal. 
 

(3)  Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan 

biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk 
menutup sebagian biaya. 

 
BAB IV 

TATA CARA PENGHITUNGAN RETRIBUSI 
 

Pasal  53 

(1)  Besarnya Retribusi yang terutang dihitung 

berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa 
dengan tarif Retribusi. 

 

(2)  Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) adalah jumlah penggunaan jasa yang dijadikan 

dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah 
Kota untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan. 

 

BAB V 
WILAYAH PEMUNGUTAN 

 
Pasal  54 

Retribusi terutang dipungut di wilayah Kota. 
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BAB VI 

PENENTUAN TEMPAT PEMBAYARAN, 

ANGSURAN, DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN 
 

Bagian Kesatu 

Tempat Pembayaran 
 

Pasal  55 

(1)  Tempat pembayaran Retribusi Daerah di Dinas 
Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah atau 

tempat-tempat lain yang ditetapkan oleh Walikota. 
 

(2)  Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dapat dilakukan melalui rekening Bendahara 

Umum Daerah.  
 

Bagian Kedua 
Angsuran 

 

Pasal  56 

(1)  Dengan alasan tertentu, pembayaran retribusi yang 

ditetapkan dalam SKRD dapat dilaksanakan oleh wajib 
retribusi dengan cara angsuran selama belum 
melampaui batas akhir pembayaran. 

 

(2)  Pembayaran retribusi dengan cara angsuran 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan 

SSRD sebagai media setoran dengan mencantumkan 
sekurang-kurangnya nama dan alamat wajib retribusi. 

 

(3)  Ketentuan lebih lanjut tentang angsuran diatur dalam 
Peraturan Walikota. 
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Bagian Ketiga 

Penundaan Pembayaran 
 

Pasal  57 

(1)  Pembayaran retribusi dengan penundaan dapat 

dilakukan dengan mengajukan permohonan tertulis 
kepada Walikota. 

(2)  Permohonan penundaan pembayaran sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilampiri persyaratan serta 

alasan penundaan. 

(3)  Ketentuan lebih lanjut tentang penundaan diatur 

dalam Peraturan Walikota. 

 
BAB VII 

PENAGIHAN DAN KEDALUWARSA PENAGIHAN 
 

Bagian Kesatu 

Penagihan 
 

Pasal  58 

(1)  Penagihan retribusi terhutang didahului dengan surat 

teguran. 

(2)  Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang 
sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan 

retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak 
jatuh tempo pembayaran. 

(3)  Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal 
surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib 

retribusi harus melunasi retribusi yang terhutang. 

(4)  Surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis 
sebagaimana di maksud pada ayat (2) dibuat oleh 

pejabat yang ditunjuk. 
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(5) Tata cara penagihan dan penerbitan surat teguran/ 
peringatan/surat lain yang sejenis diatur dengan 
Peraturan Walikota. 

 
Bagian Kedua 

Kedaluwarsa Penagihan 
 

Pasal  59 

(1)  Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi 
kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun 

terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika 
Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang 

Retribusi. 
 

(2)  Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika : 

a.  diterbitkan surat teguran; atau 
b.   ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib 

Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung. 
 

(3)  Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa 

penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat 
teguran tersebut. 

 

(4)  Pengakuan utang Retribusi secara langsung 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah 

Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan 
masih mempunyai utang Retribusi dan belum 
melunasinya kepada Pemerintah Kota. 

 

(5)  Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat 

diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau 
penundaan pembayaran dan permohonan keberatan 
oleh Wajib Retribusi. 
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Pasal  60 

(1)  Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi 

karena hak untuk melakukan penagihan sudah 
kedaluwarsa dapat dihapuskan. 

 

(2)  Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang 
Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1). 
 

(3)  Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah 
kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Walikota. 

 
BAB VIII 

PEMUNGUTAN RETRIBUSI 
 

Bagian Kesatu 
Tata Cara Pemungutan 

 

Pasal  61 

(1)  Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau 
dokumen lain yang dipersamakan. 

 

(2)  Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, 
dan kartu langganan. 

 

(3)  Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi 
ditetapkan dengan Peraturan Walikota. 

 

Bagian Kedua 
Pemanfaatan 

 

Pasal  62 

Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis 

Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang 
berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan 

yang bersangkutan. 
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Bagian Ketiga 

Keberatan 
 

Pasal  63 

(1)  Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya 

kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas 
SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. 

 

(2)  Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa 
Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas. 

 

(3)  Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling 
lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, 
kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat 

menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat 
dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya. 

 

(4)  Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar 

kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi. 
 

(5)  Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban 
membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan 

Retribusi. 
 

Pasal  64 

(1)  Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) 

bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus 
memberi keputusan atas keberatan yang diajukan 

dengan menerbitkan surat keputusan keberatan. 
 

(2)  Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 
untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib 

Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi 
keputusan oleh Walikota. 
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(3)  Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa 

menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau 

menambah besarnya Retribusi yang terutang. 
 

(4)  Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberi suatu 
keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap 

dikabulkan. 
 

Pasal  65 

(1)  Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau 

seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi 
dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga  
sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 

(dua belas) bulan. 
 

(2)  Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan 
diterbitkannya SKRDLB. 

 

BAB IX 
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN 

Pasal  66 

(1)  Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi 
dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada 
Walikota. 

 

(2)  Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) 
bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian 

kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan. 
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(3)  Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) telah dilampaui dan Walikota tidak 

memberikan suatu keputusan, permohonan 
pengembalian pembayaran Retribusi dianggap 

dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam 
jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan. 

 

(4)  Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi 
lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan 

untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi 
tersebut. 

 

(5)  Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 

jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak 
diterbitkannya SKRDLB. 

 

(6)  Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi 

dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Walikota 
memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) 

sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan 
pembayaran Retribusi. 

 

(7)  Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran 

Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur 
dengan Peraturan Walikota. 

 
BAB X 

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN 
PEMBEBASAN RETRIBUSI 

 

Pasal  67 

(1)  Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan 
dan pembebasan Retribusi. 
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(2)  Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan 

pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota. 
 

BAB XI 
PEMERIKSAAN 

 

Pasal  68 

(1)  Walikota berwenang melakukan pemeriksaan untuk 

menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban-kewajiban 
Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan 

perundang-undangan Retribusi. 
 

(2)  Wajib Retribusi yang diperiksa wajib : 
a.  memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku 

atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan 
dokumen lain yang berhubungan dengan objek 

Retribusi yang terutang; 
b.  memberikan kesempatan untuk memasuki tempat 

atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan 

bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau 
c.  memberikan keterangan yang diperlukan. 

 

(3)  Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan 
Retribusi diatur dengan Peraturan Walikota. 

 
BAB XII 

INSENTIF PEMUNGUTAN 
 

Pasal  69 

(1)  Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi 

dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja 
tertentu. 
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(2)  Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada     

ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah. 
 

(3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan 
Peraturan Walikota. 

 
BAB XIII 

PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI 
 

Pasal  70 

(1)  Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) 

tahun sekali.  
 

(2)  Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks 
harga dan perkembangan perekonomian.  

 

(3)  Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) ditetapkan dengan atau berdasarkan Peraturan 
Walikota.  

 
BAB XIV 

PENYIDIKAN 
 

Pasal  71 

(1)  Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan 
Pemerintah Kota diberi wewenang khusus sebagai 

Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana 
di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam 
Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 
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(2)  Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 

pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan 

Pemerintah Kota yang diangkat oleh pejabat yang 
berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 
 

(3)  Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada    

ayat (1) adalah : 
a.  menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti 

keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak 

pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau 
laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas; 

b.  meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan 
mengenai orang pribadi atau Badan tentang 

kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan 
dengan tindak pidana Retribusi; 

c.  meminta keterangan dan bahan bukti dari orang 

pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak 
pidana di bidang Retribusi; 

d.  memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain 
berkenaan dengan tindak pidana di bidang 

Retribusi; 
e.  melakukan penggeledahan untuk mendapatkan 

bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan 

dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap 
bahan bukti tersebut; 

f.  meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka 
pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di 

bidang Retribusi; 
g.  menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang 

meninggalkan ruangan atau tempat pada saat 

pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa 
identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang 

dibawa; 
h.  memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak 

pidana Retribusi; 
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i.  memanggil orang untuk didengar keterangannya 

dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; 

j.  menghentikan penyidikan; dan/atau 
k.  melakukan tindakan lain yang perlu untuk 

kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang 
Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 
 

(4)  Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
memberitahukan dimulainya penyidikan dan 

menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut 
Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik 

Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam 
Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 

 
 

BAB XV 

KETENTUAN LAIN-LAIN 
 

Pasal  72 

Retribusi pelayanan kesehatan bagi peserta PT (Persero) 
Asuransi Kesehatan dilakukan sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan.   
 

Pasal  73 

(1)  Apabila terjadi bencana alam dan kejadian luar biasa 

wajib retribusi pelayanan kesehatan dapat dibebaskan 
dari kewajiban membayar retribusi pelayanan 

kesehatan. 
 

(2)  Bencana alam dan kejadian luar biasa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh 

Walikota. 
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BAB XVI 

SANKSI ADMINISTRATIF 

 
Pasal  74 

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada 
waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi 

administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap 
bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar 

dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi 
Daerah (STRD). 

 
BAB XVII 

KETENTUAN PIDANA 
 

Pasal  75 

 

(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan 

kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah 
diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan 

atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah 
Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar. 

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
adalah pelanggaran. 

(3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

merupakan penerimaan Negara. 
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Pasal  76 

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku : 
 

1. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2001 tentang 
Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kota 

Cirebon Tahun 2001 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Daerah Kota Cirebon Nomor 4) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 

Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan 
(Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 6 

Seri C); 
2. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 tentang 

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan 

(Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2002 Nomor 9, 
Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 3) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Nomor 3 Tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan 

Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kota 
Cirebon Tahun 2005 Nomor 25, Tambahan Lembran 
Daerah Kota Cirebon Nomor 3) ; 

3. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2003 tentang 
Retribusi Perawatan Kelas III pada Rumah Sakit 

Umum Daerah Gunung Jati Kota Cirebon (Lembaran 
Daerah Kota Cirebon Tahun 2003 Nomor 36, 

Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 3); 
4. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2009 tentang 

Retribusi Penyelenggaraan Perhubungan (Lembaran 

Daerah Kota Cirebon Tahun 2009 Nomor 10 Seri C, 
Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 29); 

5. Peraturan Daerah Nomor Tahun 2011 tentang 
Retribusi Tempat Pelelangan Ikan (Lembaran Daerah 

Kota Cirebon Tahun 2011 Nomor 1); 
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6. Peraturan Daerah Nomor 2  Tahun 2012 tentang 

Retribusi Tempat Pemakaman Umum (Lembaran 

Daerah Kota Cirebon Tahun 2012 Nomor 1); 
 

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 
 

Pasal  77 

Ketentuan retribusi yang diatur dalam : 

 
1. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1999 tentang 

Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran (Lembaran 
Daerah Kota Cirebon Tahun 1999 Nomor 7 Tahun 1999 
Seri B); 

2. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Parkir 
di Badan Jalan  di Kota Cirebon (Lembaran Daerah 

Kota Cirebon Tahun 2001 Nomor 25, Tambahan 
Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 7) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 
2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 
8 Tahun 2001 tentang Parkir di badan Jalan di Kota 

Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 2 
Tahun 2008 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Kota 

Cirebon Nomor 13); 
3. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2002 tentang 

Perijinan Penyelenggaraan di Bidang Kesehatan 
(Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2002       
Nomor 54, Tambahan lembaran Daerah Kota Cirebon 

Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 3 Tahun 2011 

tentang Perubahan yang Kedua Atas Peraturan Daerah 
Kota Cirebon Nomor 17 Tahun 2002 tentang 

Penyelenggaraan di Bidang Kesehatan (Lembaran 
Daerah Kota Cirebon Tahun 2011 Nomor 3 Seri E); 
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4. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 

Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan 

Pencatatan Sipil di Kota Cirebon (Lembaran Daerah 
Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 8 Seri C, Tambahan 

Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 16); 
5. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang 

Pencegahan dan Penanggulangan Human 
Immunodeficiency Virus-Acquired Immune Deficiency 
Syndrome (HIV-AIDS) (Lembaran Daerah Kota Cirebon 

Tahun 2010 Nomor 1); 
 

dinyatakan tidak berlaku. 
 

 
BAB XVII 

KETENTUAN LAIN-LAIN PENUTUP 

 
Pasal  78 

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah 
ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur 

lebih lanjut oleh Walikota. 
 

Pasal  79 

Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini 
ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan 
Daerah ini diundangkan. 
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Pasal  80 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan.  

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan 

penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cirebon. 
 
 

Ditetapkan di Cirebon 
pada tanggal  10 Mei 2012 

 
WALIKOTA CIREBON, 

 
ttd, 

 

SUBARDI 
 

Diundangkan di Cirebon 
pada tanggal 11  Mei  2012 

 

 

 

 

 

 

 

LEMBARAN DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2012 
NOMOR 5 SERI  C 

 
 

 



PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON 
 

NOMOR  5  TAHUN  2012 
 

TENTANG 
 

RETRIBUSI JASA UMUM 

 
I.  UMUM 

 
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 

Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah, yang termasuk dalam Retribusi Jasa Umum   
terdiri dari : 

a.  Retribusi Pelayanan Kesehatan; 
b.  Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;  

c.  Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda 
Penduduk dan Akta Catatan Sipil;  

d.  Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan 
Mayat;  

e.  Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;  

f.  Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;  
g.  Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;  

h. Retribusi Pelayanan Tera/Tera ulang; dan 
i. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi. 

 
Penetapan tarif retribusi di dasarkan pada 

beberapa prinsip yaitu menutup sebagian atau semua 

dengan biaya pemrosesan izin, tidak menimbulkan 
beban biaya yang memberatkan pemohon dan sebagai 

imbalan atas pelayanan yang diberikan oleh 
Pemerintah Kota kepada pemohon. 

 
 
 

 

64 
 

 
Dengan adanya Peraturan Daerah tentang 

Retribusi Jasa Umum, maka diharapkan akan 

terciptanya peningkatan pelayanan, kelancaran, 
transparansi, dan kepastian hukum dalam 

pemungutan Retribusi Jasa Umum. 
 

 
II.  PASAL DEMI PASAL 
 

Pasal 1 
 Cukup jelas. 
 

Pasal 2 
 Cukup jelas. 
 

Pasal 3 
 Cukup jelas. 
 

Pasal 4 

 Cukup jelas. 
 

Pasal 5 

 Cukup jelas. 
 

Pasal 6 
 Cukup jelas. 
 

Pasal 7 
 Cukup jelas. 
 

Pasal 8 
 Cukup jelas. 
 

Pasal 9 

 Cukup jelas. 
 

Pasal 10 

 Cukup jelas. 
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Pasal 11 
 Cukup jelas. 
 

Pasal 12 
 Cukup jelas. 
 

Pasal 13 
 Cukup jelas. 
 

Pasal 14 

 Cukup jelas. 
 

Pasal 15 

 Cukup jelas. 
 

Pasal 16 

 Cukup jelas. 
 

Pasal 17 
 Cukup jelas. 
 

Pasal 18 
 Cukup jelas. 
 

Pasal 19 
 Cukup jelas. 
 

Pasal 20 

 Cukup jelas. 
 

Pasal 21 

 Cukup jelas. 
 

Pasal 22 
 Cukup jelas. 
 

Pasal 23 
 Cukup jelas. 
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Pasal 24 
 Cukup jelas. 
 

Pasal 25 
 Cukup jelas. 
 

Pasal 26 
 Cukup jelas. 
 

Pasal 27 

 Ayat  (1) 
  Cukup jelas. 
 

 Ayat  (2) 
Parkir reguler adalah pelayanan parkir 

dilaksanakan dengan pemungutan retribusi 
parkir kepada pengguna jasa parkir setiap 
kali memarkir kendaraannya. 

 

Pasal 28 
 Cukup jelas. 
 

Pasal 29 
 Cukup jelas. 
 

Pasal 30 

 Cukup jelas. 
 

Pasal 31 

 Cukup jelas. 
 

Pasal 32 

 Cukup jelas. 
 

Pasal 33 
 Cukup jelas. 
 

Pasal 34 
 Cukup jelas. 
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Pasal 35 
 Cukup jelas. 
 

Pasal 36 
 Cukup jelas. 
 

Pasal 37 
 Cukup jelas. 
 

Pasal 38 

 Cukup jelas. 
 

Pasal 39 

 Cukup jelas. 
 

Pasal 40 

 Cukup jelas. 
 

Pasal 41 
 Cukup jelas. 
 

Pasal 42 
 Cukup jelas. 
 

Pasal 43 
 Cukup jelas. 
 

Pasal 44 

 Cukup jelas 
 

Pasal 45 

 Cukup jelas 
 

Pasal 46 
 Cukup jelas. 
 

Pasal 47 
 Cukup jelas. 
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Pasal 48 
 Cukup jelas. 
 

Pasal 49 
 Cukup jelas. 
 

Pasal 50 
 Cukup jelas. 
 

Pasal 51 

 Cukup jelas. 
 

Pasal 52 

 Cukup jelas. 
 

Pasal 53 

 Cukup jelas. 
 

Pasal 54 
 Cukup jelas. 
 

Pasal 55 
 Cukup jelas. 
 

Pasal 56 
 Cukup jelas. 
 

Pasal 57 

 Cukup jelas. 
 

Pasal 58 

 Cukup jelas. 
 

Pasal 59 
 Cukup jelas. 
 

Pasal 60 
 Cukup jelas. 
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Pasal 61 
 Cukup jelas. 
 

Pasal 62 
 Cukup jelas. 
 

Pasal 63 
 Cukup jelas. 
 

Pasal 64 

 Cukup jelas. 
 

Pasal 65 

 Cukup jelas. 
 

Pasal 66 

 Cukup jelas. 
 

Pasal 67 
 Cukup jelas. 
 

Pasal 68 
 Cukup jelas. 
 

Pasal 69 
 Cukup jelas. 
 

Pasal 70 

 Cukup jelas. 
 

Pasal 71 

 Cukup jelas. 
 

Pasal 72 
 Cukup jelas. 
 

Pasal 73 
 Cukup jelas. 
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Pasal 74 

 Cukup jelas. 
 

Pasal 75 

 Cukup jelas. 
 

Pasal 76 

 Cukup jelas. 
 

Pasal 77 
 Cukup jelas. 
 

Pasal 78 
 Cukup jelas. 
 

Pasal 79 
 Cukup jelas. 
 

Pasal 80 

 Cukup jelas. 
 

 
 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA CIREBON 

NOMOR 41 
 

 
 
 

 

 


